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ABSTRAK 
NINI ANDRIANI. 2016. Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng. Skripsi. 
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Fakhri Kahar 
dan Muh. Nur Yamin. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Soppeng.  
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data 
dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan serta pengujian 
kesimpulan, dan  pengecekan keabsahan temuan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Soppeng berdasarkan Perencanaan dalam penentuan target pajak mineral bukan 
logam dan batuan  tiap tahun masih kurang maksimal meski adanya dasar yang 
digunakan sebagai penentuan target pajak namun realisasi pajak mineral bukan 
logam dan batuan  tiap tahun mengalami penurunan sehingga target tiap tahun 
tidak pernah ditingkatkan. Pelaksanaan dalam pengelolaan pajak mineral bukan 
logam dan batuan dilihat dari pembagian kerja belum cukup efektif  hal ini 
dikarenakan hanya ada satu orang yang bertugas sebagai kordinator pajak tiap 
Kecamatan, dari segi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu 
adanya perubahan peraturan yang terjadi pada tahun 2012 menyebabkan 
kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah 
mengalami penurunan. Pengawasan dan pemberian sanksi yang dilakukan oleh 
DPPKAD belum maksimal, karena pemantauan terhadap wajib pajak hanya 
dilakukan apabila ada kegiatan pertambangan serta sanksi yang diberikan hanya 
berupa teguran sehingga mengakibatkan penunggakan pajak sampai bertahun-
tahun. Pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan belum optimal, masih 
perlunya peningkatan di semua bidang, baik perencanaan, pelaksanaan serta 
pengawasan.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pembangunan daerah adalah salah satu agenda pembangunan nasional 
yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, 
berbagai daerah di Indonesia akan terus membangun daerahnya agar dapat 
menjadi yang lebih baik serta dapat mewujudkan tujuan yang telah di tetapkan. 
Pencapaian tujuan pembangunan akan menimbulkan kemandirian 
pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kemandirian 
pembangunan tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah 
Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Pemerintah Pusat dengan segala kebijakan yang ada. Kebijakan 
tentang keuangan daerah ditempuh oleh Pemerintah Pusat agar Pemerintah 
Daerah dapat meningkatkan kemampuan dalam membiayai urusan  
penyelenggaraan  pemerintah  dan pembangunan di daerahnya. Hal ini sesuai 
dengan prinsip otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. 
Pemerintah daerah harus terus menggali berbagai sumber penerimaan yang 
nantinya akan digunakan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan. 
Pembangunan dapat dilaksanakan apabila ada dana tersedia.Sumber 
dana tersebut dapat diperoleh dengan menggali sumber-sumber potensi daerah. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah 
mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam 
pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
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diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai 
kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat 
mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan 
demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan 
untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan 
pemerintah daerah.  Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, tentang 
Pajak daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan “Bahwa pajak daerah dan 
retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting 
guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah”.1 
Pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) 
berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh 
wajib pajak, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara 
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Beberapa macam pajak 
yang dipungut oleh pemerintah  Kabupaten Soppeng diantaranya yaitu pajak 
restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, 
pajak penerangan jalan, pajak bumi bangunan,pajak mineral bukan logam dan 
batuan serta pajak sarang burung walet.  
 Salah satu komponen pajak daerah  yang memiliki kontribusi yang 
penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak mineral bukan 
logam dan batuan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No.3 Tahun
                                                          
1
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
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2012 menjelaskan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak 
atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber 
alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 
Penilitian terdahulu yang dilakukan oleh Egy Valia (2011) dengan judul 
Pelaksanaan Pungutan Pajak Bahan Galian Golongan C dalam Menunjang 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok Selatan.
2
 Hasil penelitiannya 
menyimpulkan bahwa Secara umum kontribusi pajak bahan galian golongan C 
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok Selatan masih tergolong kecil, 
ini disebabkan karena kurangya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, 
dan kurangnya pengawasan dan pembinaan Pemerintahan Kabupaten Solok yang 
mengakibatkan banyaknya pertambangan ilegal, akan tetapi cukup berarti dalam 
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Solok Selatan. 
Penelitian terdahulu yang selanjutnya dilakukan oleh Indah Rahmawati 
(2014) dengan judul Analisi Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan Sebagai Sumber Pendapatan asli Daerah (PAD) di Kabupaten 
Gresik.
3
Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Efektivitas pajak mineral 
bukan logam dan batuan Kabupaten Gresik tahun 2009-2013 berdasarkan target 
penerimaan rata-rata sangat efektif, sedangkan efektivitas pajak mineral bukan 
logam dan batuan berdasarkan potensi penerimaan menunjukkan kurang efektif 
kecuali di tahun 2013 sangat efektif. Dalam penetapan target pajak mineral bukan
                                                          
2
 Valia, Egy. 2011. Pelaksanaan Pungutan Pajak Bahan Galian Golongan C dalam Menunjang    
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok Selatan. Skripsi tidak diterbitkan. Padang: 
Universitas Andalas 
3
 Rahmawati, Indah. 2014. Analisi Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
Sebagai Sumber Pendapatan asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gresik. Jurnal tidak diterbitkan. 
Gresik: Universitas Brawijaya Malang 
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 logam dan batuan,  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(DPPKAD) hanya mengacu pada realisasi tahun sebelumnya tidak sesuai dengan 
potensi yang ada sehingga tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan 
batuan berdasarkan potensi penerimaan menunjukkan kurang efektif. 
Adanya peraturan daerah yang telah ditetapkan mengenai pajak Mineral 
Bukan Logan dan Batuan Nomor 3 Tahun 2012  maka sumber pendapatan daerah 
dari pajak tersebut dapat dipungut sesuai dengan ketetapan yang telah 
diberlakukan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. 
Adapun data target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan di Kabupaten Soppeng pada Tahun 2013-2015: 
Tabel 1. Data target dan realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan 
  Batuan Kabupaten Soppeng tahun 2010-2015 
 
NO TAHUN TARGET REALISASI KETERANGAN 
1. 2010 Rp. 310.542.000 Rp. 246.264.522 Tidak mencapai target 
2. 2011 Rp. 310.424.061 Rp. 236.618.520 Tidak mencapai target 
3. 2012 Rp. 246.264.522 Rp.     8.686.000 Tidak mencapai target 
4. 2013 Rp.  40.000.000 Rp.  35.601.125 Tidak mencapai target 
5. 2014 Rp. 150.000.000 Rp.  84.078.500 Tidak mencapai target 
6. 2015 Rp. 150.000.000 Rp. 146.878.425 Tidak mencapai target 
Sumber : Kantor Bidang PAD DPPKAD Kabupaten Soppeng, tahun  2016 
 
Dari data di atas yang diperoleh sejak enam tahun terakhir yang 
dikelola oleh Kantor Bidang Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( DPPKAD) Kabupaten Soppeng  
menunjukkan bahwa angka realisasi penerimaan  Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan dari tahun 2010-2011 mengalami penurunan 3,00%, pada tahun 2011-
2012 realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami 
penurunan yang sangat drastis yakni 72,7% sedangkan dari tahun 2013-2015 
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mengalami peningkatan mencapai 74,57%, tetapi tidak pernah mencapai target. 
Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dan 
seringnya pengusaha tambang tidak beroprasi sehingga menyebabkan mereka 
tidak membayar pajak, serta adanya perubahan peraturan daerah Kabupaten 
Soppeng pada tahun 2012. 
Oleh karena itu untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan maka diperlukan adanya sebuah perencanaan, 
pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan sesuai dengan konsep fungsi 
manajemen yang dirumuskan oleh Terry. Apabila Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan di Kabupaten Soppeng dapat dikelola dengan maksimal maka dapat 
dilihat bahwa pertumbuhan pajak mineral bukan logam dan batuan dari tahun ke 
tahun merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah yang mengalami 
pertumbuhan cukup menjanjikan baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan 
datang. 
Berdasarkan pemaparan di atas kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang 
menunjang Pembangunan Daerah, sehingga penelitian ini akan membahas lebih 
lanjut tentang “ Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng
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B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana perencanaan pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan 
dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Soppeng? 
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan pajak mineral mineral bukan logam dan 
batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Soppeng? 
3. Bagaimana pengawasan pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan 
dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Soppeng? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
A. Untuk mengetahui perencanaan pengelolaan pajak mineral bukan logam dan 
batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Soppeng? 
B. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan pajak mineral mineral bukan 
logam dan batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten 
Soppeng? 
C. Untuk mengetahui pengawasan pengelolaan pajak mineral bukan logam dan 
batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Soppeng?
7 
 
 
 
D. Manfaat Penelitian 
a.  Manfaaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kalangan akademis 
dalam menambah pengetahuan serta menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya 
dalam meneliti sektor pajak mineral bukan logam dan batuan. 
b. Manfaat Praktis 
Penelitian ini secara praktis diharapkan berguna sebagai bahan masukan 
dan referensi bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Soppeng untuk lebih mengefektifkan pengelolaan pajak mineral bukan 
logam dan batuan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL 
 
A. Tinjauan Pustaka 
1. Konsep Pengelolaan 
Kata Pengelolaan memiliki arti yang sama dengan manajemen, dengan 
demikian pengelolaan dapat diartikan sebagai sebagai suatu rangkaian pekerjaan 
atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan suatu 
pekerjaan dalam rangka  mencapai tujan tertentu.  
Ali dan Baharuddin mengemukakan pengertian “pengelolaan 
mengandung makna penyelenggaraan kegiatan yang secara fungsional dilakukan 
dan yang berlangsung secara sistematis guna mencapai tujuan secara efektif 
efesien”.4Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengelolaan adalah proses 
melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang.
5
 Siswanto 
mengemukakan bahwa “manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang 
dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan”.6Lebih lanjut Mappaenre 
menyatakan bahwa “manajemen adalah suatu seni dan ilmu tentang cara  
                                                          
4
 Ali Faried dan Baharuddin. 2014. Ilmu Administrasi dan Pendekatan Hakikat Inti. Bandung: 
Refika Aditama, hal. 91 
5
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pengelolaan. (Online) 
(http://kbbi.web.id/pengelolaan, diakses 29 Desember 2015) 
6
 Siswanto. 2005. Pengantar Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara, hal. 28 
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mengatur, memimpin, dan mengendalikan semua sumber (resources) dalam 
rangka mencapai hasil atau tujuan tertentu”.7 
Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan 
merupakan proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan 
dan pengawasan dengan memanfaatkan ilmu maupun seni agar dapat 
menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
2. Fungsi Manajemen 
Terry mengklasifikasikan fungsi-fungsi manajemen yang terkenal yaitu 
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang disingkat 
menjadi (POAC).
8 
a. Perencanaan (Planning)  
Siagian menyatakan bahwa “Perencanaan dapat didefinisikan sebagai 
keseluruhan proses pemikiran dan penenteuan secara matang tentang hal-hal yang 
akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang 
telah ditentukan”.9 Rencana adalah satu keputusan karena rencana merupakan 
suatu keputusan maka kegunaanya baru akan terlihat setelah dilaksanakan. Lebih 
lanjut Siswanto mengemukakan bahwa “perencanaan adalah proses dasar yang 
digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya”.10 
 
 
 
                                                          
7
 Mappaenre, Ahmad. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Administrasi dan  Manajemen. Makassar: Badan 
Penerbit Universitas Negeri Makassar, hal. 14 
8
 Terry dalam Siagian, Sondang P. 2003. Filsafat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara 
9
 Ibid, hal. 88 
10
 Siswanto. op. cit. 42 
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Mappaenre  menjelaskan bahwa : 
Dalam membuat perencanaan kita harus mengetahui sifat dari 
perencanaan itu sendiri,yaitu perencanaan harus bersifat : 
1) Factual yang artinya bahwa suatu perencanaan (planning) yang baik harus 
dibuat berdasarkan fakta-fakta (data-data) yang ada dan dipikirkan pula 
kejadian-kejadian yang mungkin timbul dalam tindakan pelaksanaannya 
kelak.. 
2) Bersifat rational, yang artinya logis apabila dikatakan bahwa sebelum 
membuat rencana, sumber-sumber apa yang telah, sedang, dan akan tersedia 
perlu diketahui dengan tepat. Tidak didasarkan kepada dugaan-dugaan saja. 
3) Fleksibel,artinya suatu perencanaan yang baik dan sempurna harus dapat 
mengikuti perkembangan kemajuan masyarakat, perubahan situasi dan 
kondisi dengan tidak disangka-sangka. 
4) Bersifat kontinue, artinya bahwa perencanaan itu harus dibuat dan 
dipersiapkan untuk tindakan yang terus menerus dan berkelanjutan. 
5) Bersifat dialektif, artinya perencanaan itu dibuat dengan memikirkan selalu 
peningkatan dan perbaikan-perbaikan untuk kesempurnaan masa yang akan 
datang.
11
 
 
b. Pengorganisasian (Organizing) 
Pengorganisasian sebagai fungsi organik administrasi dan manajemen 
ditempatkan sebagai fungsi kedua setelah fungsi perencanaan.
                                                          
11
 Mappaenre. op. cit. 90 
11 
 
 
 
Siagian memberikan definisi bahwa: 
Pengorganisasian ialah keseluruhan proses pengelompokan orang-
orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang 
sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat 
digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan 
yang telah ditentukan.
12 
 
Proses pengorganisasian menurut Sidikprawiro dijabarkan menurut 
konsekuensinya sebagai berikut: 
1) Perumusan tujuan 
2) Penetapan tugas pokok 
3) Perincian kegiatan 
4) Pengelompokan kegiatan-kegiatan ke dalam fungsi-fungsi 
5) Departementasi 
6) Pelimpahan wewenang 
7) Staffing 
8) Fasilitating.13 
 
c. Penggerakan (Actuating) 
Mappaenre memberikan definisi bahwa: “actuating adalah aktivitas 
untuk mendorong dan menjuruskan semua bawahan agar berkeinginan, bertujuan 
serta bergerak untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai”.14 Karena sumber 
daya manusia merupakan salah satu elemen penting dan sangat menentukan 
dalam hubungan perburuhan maka hal-hal yang berhubungan dengan konsepsi 
motivasi sudah wajar diberi perhatian yang sungguh-sungguh dari setiap pelaku 
yang berkepentingan untuk keberhasilan organisasi sesuai dengan yang telah 
direncanakan sebelumnya. Siagian mengemukakan penggerakan adalah 
keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan 
sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya 
                                                          
12
 Siagian. op. cit. 95 
13
 Sidikprawiro dalam Mappaenre. op. cit. 95 
14
 Mappaenre. op. cit. 99 
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tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
15 
Fungsi actuating merupakan fungsi yang sangat penting karena 
memegang peranan yang vital dalam proses manajemen. Berbeda halnya dengan 
fungsi manajemen lainnya, maka fungsi actuating ini senantiasa berhubungan 
dengan manusia. Sukses tidaknya seseorang pemimpin sangat bergantung pada 
cara menggerakkan orang-orang bawahan. Salah satu cara menggerakkan 
bawahan ialah pemberian perintah. Manullang menyatakan bahwa perintah itu 
mengandung empat unsur, yaitu (a) intruksi resmi, (b) dari atasan kepada 
bawahan, (c) mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu hal, dan (d) 
merealisasi tujuan perusahaan.
16 
d. Pengawasan (controlling) 
 Manullang  menjelaskan bahwa: 
Controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian adalah 
salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila 
perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat 
diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang 
sudah digariskan semula.
17 
 
Siagian memberikan pengertian pengawasan sebagai proses 
pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua 
pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah 
ditentukan sebelumnya.
18
 
 
 
                                                          
15
 Siagian. op. cit. 106 
16
 Manullang dalam Mappaenre. op. cit. 100 
17
 Manullang, M. 2009. Dasar-Dasar Manajemen (Cetakan Ke-21). Yogyakarta: Gadjah Mada  
University Press, hal. 12 
18
 Siagian. op. cit. 112 
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Siagian  menyatakan bahwa : 
Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan 
manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu: 
1) Pengawasan langsung (direct control) 
Yang dimaksud pengawasan langsung ialah apabila pemimpin 
organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang 
sedang dijalankan oleh bawahannya. 
2) Pengawasan tidak langsung (indirect control) 
Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung ialah 
pengawasan dari jarak jauh.
19 
 
3. Pendapatan Asli Daerah 
Pengertian Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh 
daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut 
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  
Menurut Mardiasmo: 
 
Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor 
pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil 
pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan,dan lain-lain 
pendapatan asli daerah yang sah.
20 
 
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya 
disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 
Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.21 
Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber 
pendapatan asli yang berasal dari potensi daerah. Supaya Pemerintah Daerah  
dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka perlu 
                                                          
19
 Ibid, hal. 115  
20
 Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:Andi, hal. 132 
21
 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah 
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diberikan sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua 
sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah maka daerah diwajibkan untuk 
menggali segala sumber-sumber keuanganya sendiri berdasarkan peraturan 
perundang undangan yang berlaku. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 285 
tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli 
Daerah adalah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.
22 
a. Pajak Daerah 
Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan daerah yang 
dipergunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah sebagai badan hukum 
publik. 
Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah adalah ; 
1) Pajak daerah berasal dari Pajak Negara yang dipisahkan oleh daerah sebagai 
pajak daerah. 
2) Penyerahan pajak daerah dilakukan berdasarkan peraturan daerah. 
3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan 
peraturan hukum yang berlaku lainnya. 
b. Retribusi Daerah  
Menurut UU No.28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 
pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi tiga golongan yaitu ; 
                                                          
22
 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 285 tentang Pemerintah Daerah. 
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1) Retribusi Jasa Umum, yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah 
kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan. 
2) Retribusi jasa Usaha, yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah 
berkaitan dengan penyediaan layanan yang belum memadai disediakan oleh 
swasta dan atau penyewaan aset/kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan 
misalnya : retribusi pasar grosir, terminal, rumah potong hewan dan lain-lain. 
3) Retribusi Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam 
rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan 
untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan 
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana 
atau fasilitas terentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan.  
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan 
penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek 
pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan 
milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 
negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 
swasta maupun kelompok masyarakat. 
d. Lain-lain PAD yang sah 
16 
 
 
 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli 
Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak 
termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari 
lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang nomor 33 tahun 
2004  mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah 
meliputi: 
1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 
2) Jasa giro. 
3) Pendapatan bunga. 
4) Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 
5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, 
pengadaaan barang ataupun jasa oleh pemerintah. 
4. Teori Perpajakan 
Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara 
(pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan 
terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali 
(kon tra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk 
membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan. 
Dalam Undang-Undang No.28 tahun 2007 menyebutkan bahwa: 
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
17 
 
 
 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat.
23 
 
Soemitro mengemukakan bahwa: 
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum.
24
  
 
Siahaan menjelaskan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang 
dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang 
berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan 
paksaan.
25 
Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 perubahan atas UU Nomor 34 
tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah 
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh otang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah di Indonesia dapat digolongkan 
berdasarkan tingkatan Pemerintah Daerah, yaitu pajak daerah tingkat Propinsi dan 
pajak daerah tingkat Kab/kota. Penggolongan pajak seperti di atas diatur dalam 
Undang-Undang No. 34 tahun 2000 sebagaimana yang telah diubah dalam 
Undang-undang No. 28 tahun 2009, pajak tersebut antara lain: 
a. Pajak Provinsi terdiri dari : 
1) Pajak Kendaraan Bermotor  
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  
                                                          
23
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pepajakan 
24
 Soemitro dalam Mardiasmo 2013. Perpajakan. Yogyakarta: Andi, hal. 1 
25
 Siahaan, Marihot P. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Edisi Revisi). Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, hal. 7 
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3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 
4) Pajak Rokok 
b.    Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari : 
1) Pajak Hotel 
2) Pajak Restoran 
3) Pajak Hiburan 
4) Pajak Reklame 
5) Pajak Penerangan Jalan 
6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
7) Pajak Parkir 
8) Pajak Air Tanah 
9) Pajak Sarang Burung Walet 
10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran; dan 
11) Bea Perolehan Hak atas Ta nah dan Bangunan.26 
 
Pajak dilihat dari fungsinya menurut Mardiasmo mempunyai dua fungsi 
yakni: 
1. Fungsi budgetair 
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya. 
2. Fungsi mengatur (regulerend) 
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
27 
 
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 29 
dan 30, Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan 
pengambilan mineral bukan logam dan batuan,baik dari sumber alam di dalam 
dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan yang dimaksud dengan 
mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan 
sebagaimana yang dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang 
mineral dan batu bara. 
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 Undang-undang No. 28 tahun 2009. op. cit.11 
27
 Mardiasmo 2013. Perpajakan. Yogyakarta: Andi. loc. cit. 
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 
2012 tentang pajak daerah yang menjadi Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang 
meliputi: 
1) Asbes, 2) Batu Tulis, 3) Batu setengah permata, 4) Batu kapur, 5) 
Batu apung, 6) Batu permata, 7) Bentonit, 8) Dolomit, 9) Feldspar, 10) 
Garam batu (halite), 11) Grafit, 12) Granit/ Andesit, 13) Gips, 
14)Kalsit, 15) Kaolin, 16) Leusit, 17) Magnesit, 18) Mika, 19)  Marmer, 
20) Nitrat, 21) Opsidien, 22) Oker, 23) Pasir dan kerikil, 24) Pasir 
kuarsa, 25) Perlit, 26) Phospat, 27)Talk, 28) Tanah serap (fullers earth), 
29) Tanah diatome, 30) Tanah liat, 31) Tawas (alum), 32) Tras, 33) 
Yarosif, 34) Zeolit, 35) Basal, 36) Trakkit, 37) Mineral Bukan Logam 
dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
28 
 
Dari beberapa jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan hanya terdapat  
tujuh jenis yang dikelola oleh Kabupaten Soppeng yaitu: batu gunung, batu pecah, 
batu kali, tanah/timbunan, pasir, kerikil dan batu kapur. 
Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  ditetapkan sebesar 
(25%) dua puluh lima persen  sesuai dengan Perturan Daerah Kabupaten Soppeng  
Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 31 tentang Pajak Daerah. Hal ini agar pemerintah 
kabupaten/kota dengan leluasa  dapat menetapkan besarya tarif pajak yang 
mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya,asalkan tidak lebih dari dua 
puluh lima persen. 
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 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah 
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B. Kerangka Konsep 
Berdasakan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah menuntut kemampuan daerah dalam memanfaatkan 
semua potensi yang ada di daerah dalam rangka melaksanakan pemerintahannya. 
Pemerintah daerah harus berusaha meningkatkan kemampuan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan cara menggali sumber-
sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya adalah Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan. Akan tetapi penerimaan dari sektor Pajak ini belum 
maksimal. Hal itu dapat dilihat dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa 
realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak pernah mencapai target. 
Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
belum maksimal. Untuk mengetahui pengelolaan penerimaan Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan maka dalam penelitian ini dapat dilihat dalam bagan di 
bawah ini 
BAGAN KERANGKA KONSEPTUAL 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
1. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang 
menghasilkan data deskriptif karena bermaksud untuk mendalami dan menghayati 
suatu obyek. 
Pendekatan tersebut dipilih dalam penelitian ini karena sesuai untuk 
digunakan dalam meneliti mengenai pengelolaan pajak mineral bukan logam dan 
batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Soppeng, dimana 
penelitian ini dilaksanakan sesuai karakteristik yang ada yaitu secara langsung 
terlibat di lokasi penelitian. 
2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif 
yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang 
diteliti sehingga memudahkan untuk mendapatkan data yang objektif dalam 
rangka mengetahui dan memahami Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng. 
Hidayat mengemukakan bahwa “Metode penelitian kualitatif adalah cara 
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melakukan penelitian, dan ini ditentukan oleh paradigma penelitian yang 
dipilih”.29 
Tipe deskriktif dipilih karena sangat sesuai dengan penelitian mengenai 
pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng, di mana penelitian ini  memberi 
gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti kemudian 
menganalisanya dan membandingkan dengan kenyataan yang ada dengan teori, 
selanjutnya menarik kesimpulan. 
B. Lokasi Penelitian 
 
Adapun lokasi penelitian sesuai dengan judul penelitian dilakukan pada 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng. 
C. Deskripsi Fokus Penelitian 
Deskripsi fokus penelitian yaitu: 
a. Pengelolaan perencanaan pajak mineral bukan logam dan batuan 
Mencakup penentuan pokok-pokok tujuan, sasaran, target serta langkah-
langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Dalam hal 
ini DPPKAD Kabupaten Soppeng membuat suatu perencanaan sebagai 
dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha 
pencapaian target pajak mineral bukan logam dan batuan. 
 
 
                                                          
29
 Hidayat dalam Fuad Anis dan Kandung Sapto Nugroho. 2014. Panduan Praktis Penelitian 
Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 53 
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b. Pengelolaan pelaksanaan pajak mineral bukan logam dan batuan 
Kegiatan mengaplikasikan target yang telah ditetapkan melalui 
pemungutan pajak daerah yang terdiri dari kegiatan pembagian tugas, serta 
pemungutan pajak. 
c. Pengelolaan pengawasan pajak mineral bukan logam dan batuan 
Pengamatan dari seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu 
organisasi. Di mana DPPKAD Kabupaten Soppeng melakukan 
pemantauan baik secara langsung maupun tidak langsung. 
D. Tahap-tahap Kegiatan Penelitian 
Berikut ini merupakan tahap-tahap kegiatan penelitian yang dilakukan, yaitu: 
1. Tahap persiapan penelitian, peneliti melakukan observasi di DPPKAD 
Kabupaten Soppeng secara intensif pada sasara penelitian kemudian mencari 
data pendukung mengenai apa yang hendak diteliti. Selanjutnya peneliti 
mulai mengidentifikasi masalah dan merumuskan masalah penelitian dengan 
membuat pedoman wawancara. 
2. Tahap pelaksanaan, pada tahap ini penelitian dimulai dengan pengajuan surat 
izin penelitian. Selanjutnya melakuakan penelitian di DPPKAD Kabupaten 
Soppeng dengan melakukan pengumpulan data baik wawancara mendalam 
maupun observasi partisipasi. Langka selanjutnya adalah mengklasifikasikan 
data-data yang telah terkumpul sesuai dengan pedoman wawancara, merevisi 
hasil observasi di lapangan. 
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E. Jenis dan Sumber Data  
Sumber data dalam penelitian ini adalah kalimat-kalimat ataupun 
tindakan-tindakan dari informan yang merupakan data primer dan tulisan-tulisan 
atau gambar/dokumentasi yang mendukung pernyataan informan. Dalam 
penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, data 
ini diperlukan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan 
penelitian. 
1. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi 
penelitian yakni sumber data, dari informan yang bersangkutan dengan cara 
wawancara dan pengamatan atau observasi pada informan yang berkaitan dengan 
fokus pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Soppeng. 
Pada penelitian kualitatif , pemilihan informan dengan maksud tidak 
selalu menjadi wakil dari seluruh objek penelitian, tetapi yang penting informan 
memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya 
tentang objek penelitian.  
Bungin mengemukakan bahwa untuk memperbesar informan, peneliti 
dapat menggunakan prosedur bola salju (snowball) juga dikenal sebagai prosedur 
“rantai rujukan” atau juga prosedur networking, ada beberapa model snowball 
yang dapat digunakan di dalam penelitian sebagai berikut: 
a. Linear Snowball Modle, memungkinkan peneliti bergerak linier untuk 
menemukan informan baru, dari satu informan ke informan lain, dan 
membentuk bola salju yang besar secara linier 
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b. Exponential Non-Discriminative Modle, yakni model komposit tanpa 
diskriminasi terhadap informan. Artinya, semua informan yang 
dirujuk oleh informan sebelumnya diambil sebagai informan, 
sehingga perkembangan komposit menjadi akar rumput yang besar 
dan biasanya berimbang dan subur. 
c. Exponential Discriminative Snowball Modle, yakni model selektif 
yang dikembangkan oleh peneliti di lapangan.
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Berdasarkan pendapat tersebut, maka yang menjadi informan dalam 
penelitian ini adalah : 
1) Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah  
2) Kepala Seksi Pajak Daerah 
3) Kepala UPTD Pajak sebanyak satu orang  
4) Kordinator pajak sebanyak dua orang 
5) Wajib pajak sebanyak dua orang 
2. Data sekunder 
Data sekunder yang bersumber dari hasil olahan instansi atau sesuatu 
lembaga tertentu bukan saja untuk kepentingan lembaganya tetapi juga untuk 
pihak lain yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh landasan atau 
kerangka pemikiran yang digunakan untuk membahas hasil penelitian. 
F. Instrumen Penelitian 
Instrumen merupakan hal penting dalam melakukan penelitian 
kualitatif. 
Sujarweni mengemukakan bahwa: 
Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti 
dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya 
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 Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 108 
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lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistemetis sehingga 
lebih mudah diolah.
31 
 
Dalam penelitian ini, penulis bertindak sebagai pengumpul data dengan 
menggunakan pedoman wawancara dan menjadi pengamat penuh dalam proses 
penelitian. Status penulis pun diketahui sebagai peneliti oleh objek dan informan 
di tempat penelitian. 
G. Prosedur Pengumpulan Data 
 
Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian   
ini adalah sebagai berikut: 
1. Interview/Wawancara 
Penggunaan metode ini dengan pertimbangan untuk memperoleh 
keterangan sesuai tujuan penelitian, bahwa yang diperoleh melalui wawancara 
dari sejumlah informan adalah yang akan bermanfaat guna mewujudkan validitas 
data secara keseluruhan dari responden dengan informasi yang diberikan. Peneliti 
dalam hal ini akan melakukan tanya jawab kepada informan yang mengetahui 
seluk beluk fokus dan lokasi penelitian yang dilakukan secara langsung dengan 
melakukan tatap muka dengan para informan. 
2. Observasi (Pengamatan) 
Merupakan cara mengumpulkan data yang berdasarkan pada 
pengamatan dan tinjauan peneliti secara langsung. Observasi juga merupakan 
kegiatan pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap para pegawai 
dalam melaksanakan tugasnya di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
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 Sujarweni, Wiratna V. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hal. 76 
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Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Soppeng serta dalam proses pemungutan 
pajak mineral bukan logam dan batuan. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan 
untukmengumpulkan data sekunder. Dokumentasi diperlukan untuk memperkuat 
hasil penelitian sebagai bukti nyata telah dilakukan suatu penelitian. Dalam 
penelitian ini dokumentasi berupa dokumen-dokumen, serta foto yang diambil 
dalam pelaksanaan penelitian. 
H. Pengecekan Keabsahan Temuan  
1. Triangulasi  
Triangulasi diartikan sebagai pengujian keabsahan data yang diperoleh 
dari berbagai sumber, berbagai metode, dan berbagai waktu. Triangulasi 
dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain tetapi dengan teknik sama. 
Data yang diperoleh melalui wawancara, melalui informan yang ada 
selanjutnya dilihat kesesuaian informan yang diberikan. Informan yang dianggap 
sama dan relevan dari para informan akan dipilih dan selanjutnya menjadi bahan 
pertimbangan untuk kemudian ditarik kesimpulannya. 
2. Member Check 
Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 
kepada sumber datanya, tujuannya adalah untuk mengetahui kesesuaian data yang 
ditemukan dengan data yang diberikan oleh sumber data. Apabila data yang 
ditemukan disepakati oleh sumber data maka data tersebut valid. Member Check 
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dilakukakan setelah pengumpulan data selesai atau setelah memperoleh 
kesimpulan. 
I. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 
analisis data interaktif yang disampaikan oleh Hubberman dan Miles yang terdiri 
dari reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan 
serta pengujian kesimpulan (drawing and verifying concluctions).
32 
1. Reduksi Data ( Data Reduction ) 
Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan memperbaharui data-data kasar 
yang ada pada catatan-catatan yang dihasilkan selama meniliti di lapangan 
sehingga dapat ditentukan informasi yang dianggap sesuai dengan masalah 
penelitian. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan 
mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila 
diperlukan. 
2. Penyajian Data ( Data Display ) 
Data yang telah diperoleh dari reduksi data disajikan dalam bentuk 
sekumpulan informasi yang telah tersusun secara terpadu dan mudah dipahami. 
Adapun data yang disajikan dalam penelitian ini berbentuk teks paragraf. Pada 
tahap ini data yang relevan dengan masalah penelitian disusun sehingga dapat 
menjadi informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 
pengambilan tindakan. 
                                                          
32
 Hubberman dan Milles dalam Fuad dan Kandung. op. cit. 63 
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3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (Drawing and Verifying 
Concluctions) 
Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi.Penarikan 
kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan 
ulang pada data-data yang diperoleh selama penelitian sehingga data-data diuji 
validitasnya. Sehingga kebenaran kesimpulan dapat teruji kebenarannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gambar 2. Model Analisis Interaktif.
Data collection 
Data 
reduction 
Conclusions: 
drawing/verifying 
Data display 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
1. Kondisi Geografis Kabupaten Soppeng 
Kabupaten Soppeng adalah salah satu wilayah yang mempunyai 
peranan cukup penting dalam pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, 
Kondisi alam yang potensial terutama untuk lahan pertanian serta letak geografis 
yang sangat strategis menjadi pendukung utama dalam pembangunan ekonomi di 
Kabupaten Soppeng.  
Adapun letak astronomis Kabupaten Soppeng adalah terletak antara 
4° 06° LS dan  4
o 
32
o 
LS  119
o 
42
o 
18
o 
BT dan 120
o 
06
o 
13
o 
BT dan berada sekitar 
180 km di sebelah utara Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan) 
dengan waktu tempuh sekitar empat jam menggunakan alat transportasi darat. 
Luas wilayah1.500 km2 yang terdiri dari daratan dan perbukitan. Luas daratan ± 
700 Km² berada pada ketinggian rata-rata ± 60 meter di atas permukaan laut. 
Perbukitan yang luasnya ± 800 Km² berada pada ketinggian rata-rata ± 200 meter 
di atas permukaan laut. Ibukota Kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng 
berada pada ketinggian ± 120 meter di atas permukaan laut. Temperatur udara di 
Kabupaten Soppeng berada pada kisaran ± 24o sampai dengan ± 30o dan keadaan 
angin berada pada kecepatan lemah sampai sedang. Berdasarkan komposisi 
penggunaan lahan, 25.991 Ha atau sekitar 17,33 persen dimanfaatkan untuk areal 
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persawahan, 28.003 Ha (17,34%) untuk tegalan dan kebun, 29.733 Ha (19,82%) 
merupakan hutan negara, 24.042 Ha (16,03%) merupakan hutan rakyat, dan 
selebihnya digunakan untuk lahan perkebunan, ladang, perumahan, jalanan, dan 
sebagainya. 
Kabupaten Soppeng merupakan salah satu kabupaten di Provinsi 
Sulawesi Selatan yang tidak memiliki wilayah laut, dengan batas-batas wilayah 
sebagai berikut: 
a. Kabupaten Sidenreng Rappang di sebelah utara.  
b. Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone di sebelah timur.  
c. Kabupaten Bone di sebelah selatan.  
d. Kabupaten Barru di sebelah barat.  
 
2. Kondisi demografis  
Penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2011 tercatat sebanyak 
223.826 jiwa yang terdiri dari laki-laki 105.436 jiwa dan perempuan 118.390 
jiwa. Penduduk tersebut tersebar diseluruh desa/kelurahan dalam wilayah 
Kabupaten Soppeng dengan kepadatan 149 jiwa/km2. Kecamatan terpadat adalah 
Kecamatan Liliriaja yaitu sekitar 280 jiwa/km2 dan yang terjarang penduduknya 
adalah Kecamatan Marioriawa sekitar 87 jiwa/km2.  
Dilihat dari perkembangan jumlah penduduk dalam kurun waktu 5 
(lima) tahun terakhir yaitu periode 2007-2011 terdapat penurunan jumlah 
penduduk sebesar 1.54 %. Pada tahun 2007 berdasarkan data dari Biro Pusat 
Statistik Kabupaten Soppeng jumlah penduduk yang tercatat sebanyak 227.273 
jiwa Penduduk Kabupaten Soppeng yang terdiri dari laki-laki 106.923 jiwa dan 
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perempuan 120.350 jiwa. Penurunan tersebut disebabkan disamping berhasilnya 
program pemerintah dalam menekan angka kelahiran juga disebabkan oleh 
semakin meningkatnya kualitas pendidikan di Kabupaten Soppeng yang 
mengakibatkan terjadinya perpindahan penduduk dalam pencarian lapangan 
pekerjaan di daerah lain. 
3. Pajak Daerah Kabupaten Soppeng 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Soppeng terdiri dari 10 jenis pajak 
daerah yaitu: 
a. Pajak Hotel  
b. Pajak Restoran 
c. Pajak Hiburan 
d. Pajak Reklame 
e. Pajak Penerangan Jalan 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
g. Pajak Parkir 
h. Pajak Air Tanah 
i. Pajak Sarang Burung Walet 
j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 
2012 Tentang Pajak Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan 
batuan. Dari 37 jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terdapat di 
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Kabupaten Soppeng hanya ada 7 jenis yang terdiri dari: batu gunung, batu 
pecah, batu kali, tanah/timbunan, pasir, kerikil dan batu kapur. Subjek pajak 
mineral bukan logam dan batuan lainnya adalah orang pribadi atau badan 
yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Wajib pajak pada 
mineral bukan logam dan batuan lainnya adalah orang pribadi atau badan 
yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. 
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Soppeng 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 
adalah salah satu perangkat yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah 
dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris daerah 
Kabupaten. Adapun tugas pokok, fungsi dan tata kerja DPPKAD berdasarkan 
Perda Nomor 26 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng.  
a. Visi dan Misi 
1. Visi  
“Tercapainya Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Soppeng yang terukur dan rasional.”  
2. Misi  
a) Meningkatkan pendapatan serta efektifitas pengeloloaan keuangan dan 
aset daerah.  
b) Meningkatkan sarana dan prasarana yang memenuhi standar pelayanan. 
c) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.  
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d) Meningkatkan kesadaran masyarakat.  
b. Tugas dan Fungsi Unit Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Soppeng 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 
Kabupaten Soppeng terdiri atas :  
1. Kepala Dinas  
Kepala Dinas mempunyai fungsi;  
a) Perumusan kebijakan teknis dinas  
b) Penyusunan rencana stratejik dinas  
c) Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 
bidang pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.  
d) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 
kegiatan dinas.  
e) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas.  
f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya.  
Rincian tugas kepala dinas antara lain :  
a) Merumuskan, mengarahkan dan menyelenggarakan rencana stratejik 
program kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah.  
b) Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja dinas 
sesuai dengan bidang tugasnya.  
c) Mengkoordinasikan penyusun dan pedoman pelaksanaan kebijakan 
pengelolaan keuangan daerah, mengkoordinasikan penyusunan 
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d) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), 
rancangan perubahan APBD dan sisa perhitungan APBD serta melakukan 
pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.  
e) Mengarahkan, merumuskan program kerja dan menetapkan kebijakan 
operasional di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. 
f) Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka 
mempertanggung jawabkan pelaksanaan anggaran.  
2. Sekretariat 
Sekretariat mempunyai fungsi:  
a) Perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, adminstrasi 
keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga.  
b) Penyelenggaraan administrasi umum. 
c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian pengawasan program dan 
kegiatan sub bagian.  
d) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan. 
e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya,  
Rincian tugas sekretariat antara lain :  
a) Merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan dan mengendalikan 
serta menetapkan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, dan 
perlengkapan.  
b) Merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.  
c) Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan 
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administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas.  
d) Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan 
kepegawaian.  
e) Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan dan 
pelaporan.  
3. Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Bidang PAD mempunyai fungsi yaitu :   
a) Penyusunan kebijakan teknis bidang 
b) Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang.  
c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 
kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang.  
d) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan.  
e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya.  
Bidang PAD mempunyai tugas yaitu :  
a) Merencanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas.  
b) Menyelenggarakan operasionalisasi rencana kerja sesuai dengan tugas dan 
fungsinya.  
c) Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengkoordinasian potensi 
PAD.  
d) Memberikan petunjuk administratif dan operasional pelaksanaan tugas 
kepada Kepala Seksi dan Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan 
 
37 
 
 
 
fungsinya. 
e) Menyelenggarakan kebijakan pengelolaan pajak, retribusi daerah, 
pembinaan dan pengawasan, evaluasi pajak dan retribusi serta pungutan 
lainnya yang sah.  
4. Bidang Anggaran  
Bidang Anggaran mempunyai fungsi antara lain ;  
a) Penyusun kebijakan teknis bidang.  
b) Penyelenggraan program dan kegiatan bidang.  
c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 
kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang.  
d) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan.  
e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya,  
Bidang anggaran mempunyai tugas antara lain:  
a) Merencanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas.  
b) Menyelenggarakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas dan 
fungsinya.  
c) Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengoordinasian 
pengelolaan anggaran.  
d) Melaksanakan pengkajian kebijakan pengaplikasian anggaran daerah dan 
penyusunan APBD.  
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5. Bidang akuntansi  
Bidang akuntansi mempunyai fungsi antara lain :  
a) Penyusunan teknis bidang  
b) Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang.  
c) Pembinaan, pengoordinasian, pengawasan program dan kegiatan kepala 
seksi dalam lingkup bidang.  
d) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan.  
e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya.  
Bidang akuntansi mempunyai tugas antara lain;  
a) Merencanakan kegiatan dan program sesuai dengan tugasnya sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas.  
b) Menyelenggarakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas dan 
fungsinya.  
c) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan bidang keuangan sesuai 
dengan target yang ditentukan.  
d) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas.  
 
6. Bidang aset  
Bidang aset mempunyai fungsi antara lain : 
a) Penyusunan teknis bidang 
b) Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang 
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c) Pembinaan, pengoordinasian, pengawasan program dan kegiatan kepala 
seksi dalam lingkup bidang.  
d) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan.  
e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya.  
Bidang aset mempunyai tugas antara lain :  
a) Merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugasnya sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas.  
b) Menyelenggarakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas dan 
fungsinya.  
c) Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengkoordinasian 
pengelolaan aset.  
d) Mengordinir inventarisasi aset daerah, baik yang bergerak maupun yang 
tidak bergerak.  
e) Melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan 
tugas.  
B. PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN 
Pembahasan penelitian ini akan menjelaskan pengelolaan pajak mineral 
bukan logam dan batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten 
Soppeng yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan terhadap 
pajak mineral bukan logam dan batuan. Penyajian data hasil penelitian ini 
diperoleh dari hasil wawancara langsung antara penulis dengan beberapa informan 
dan data-data lain yang dapat mendukung penelitian ini. 
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1. Perencanaan  
Perencanaan merupakan langka awal yang sangat menentukan 
pengelolaan pajak daerah. Kegiatan perencanaan sangat berpengaruh terhadap 
kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Oleh karena itu proses perencanaan 
harus dipersiapkan secara sistematis karena berhasil atau tidaknya suatu kegitan 
tergantung pada proses perencanaannya. 
Kegiatan perencanaan yang dimaksud dalam pengelolaan pajak mineral 
bukan logam dan batuan adalah kegiatan perumusan strategi untuk menentukan 
besarnya target yang ingin dicapai dan dasar yang digunakan dalam penentuan 
target tiap tahun. 
a. Penentuan Target 
Perencanaan merupakan tahap pertama dalam manajemen yang 
memiliki peran penting dalam menentukan besarnya target yang ingin dicapai 
untuk satu tahun anggaran. Tujuan dari penentuan target tiap tahun adalah dapat 
dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan realisasi pemungutan 
pajak mineral bukan logam dan batuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. 
Dalam penentuan target pajak mineral bukan logam dan batuan 
DPPKAD Kabupaten Soppeng sangat memperhatikan besaran pajak yang masuk 
dari beroprasinya semua wajib pajak. 
Pendapat informan mengenai penetuan target tiap tahun diperoleh dari 
hasil wawancara yang diungkapkan oleh Ibu Indri Purnama Sari S.STP selaku 
Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah di DPPKAD Kabupaten Soppeng:  
“Terkait perencanaan DPPKAD mengadakan pertemuan dengan dinas-
dinas terkait untuk menentukan target tahun berikutnya dan besarnya 
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penentuan target masih berdasarkan dari realisasi tahun sebelumnya, 
apabila besaran pajak yang masuk mencapai target maka tahun 
berikutnya akan dinaikkan begitupun sebaliknya karena realisasi 
mempengaruhi pendapatan Kabupaten” (wawancara pada hari Kamis, 
23 Juni 2016)”.33 
 
Hal yang serupa diungkapkan oleh Bapak Drs. Nur Alam selaku Kepala 
Seksi Pajak Daerah yaitu: “Penetapan target sangat dipengaruhi oleh perencanaan 
karena besarnya pajak sulit untuk diprediksi, sehingga penetapan target tahun 
berikutnya dilihat dari tahun sebelumnya (wawancara pada hari Kamis, 23 Juni 
2016)”.34 
Perencanaan dalam penentuan target tiap tahun yang dilakukan oleh 
DPPKAD Kabupaten Soppeng berdasarkan keterangan informan yaitu 
mengadakan pertemuan dengan dinas-dinas yang terkait dalam pengelolaan pajak 
mineral bukan logam dan batuan untuk melihat banyaknya jumlah penambang 
serta hasil yang diperoleh dari masing-masing tambang untuk satu tahun berjalan. 
Hal ini dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Soppeng untuk mempermudah dalam 
penentuan target pajak untuk tahun berikutnya.  
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan terhadap penentuan 
target dapat disimpulkan bahwa perencanaan sangat berpengaruh terhadap strategi 
untuk menetukan besarnya target yang ingin dicapai DPPKAD Kabupaten 
Soppeng yaitu mengacu pada besaran pajak yang masuk dari tahun sebelumnya 
sehingga sangat berpengaruh untuk penentuan target pada tahun selanjutnya. Ini 
berdasarkan hasil observasi pada hari Kamis, 23 Juni 2016. 
 
                                                          
33
 Wawancara dengan Indri Purnama Sari S.STP tanggal 23 Juni 2016. 
34
 Wawancara dengan Drs. Nur Alam tanggal 23 Juni 2016. 
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b. Dasar penentuan target 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Nur Alam 
selaku Kepala Seksi Pajak Daerah yaitu:” Dasar penentuan target tiap pajak 
daerah meliputi realisasi, penambahan atau pengurangan wajib pajak serta 
besarnya potensi penambang (wawamcara pada hari Kamis, 23 Juni 2016)”.35 
Adapun indikator-indikator yang dijadikan sebagai dasar penentuan 
target terdiri dari: 
1) Realisasi 
Realisasi sangat berpengaruh terhadap penentuan target karena 
merupakan wujud nyata dari besaran pajak daerah yang masuk setiap 
tahunnya. 
Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala Bidang 
Pendapatan Asli Daerah DPPKAD Ibu Indri Purnama Sari S.STP pada 
tanggal 23 juni 2016 mengatakan bahwa: “Dasar penentuan target dilihat dari 
realisasi tahun sebelumnya apabila target tidak tercapai maka target akan 
diturunkan 10% begitupun sebaliknya”.36 
2) Penambahan atau pengurangan wajib pajak 
Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau 
badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang 
Pendapatan Asli Daerah DPPKAD Ibu Indri Purnama Sari S.STP mengatakan 
bahwa: “Apabila wajib pajak bertambah maka akan dilakukan penambahan 
                                                          
35
 Ibid  
36
 Indri Purnama Sari S.STP, loc. cit. 
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dalam hal penentuan target, begitupun sebaliknya apabila wajib pajak 
berkurang maka akan dilakukan penurunan dalam penentuan target 
(wawancara pada hari Kamis, 23 Juni 2016)”.37 
3) Besarnya potensi penambang 
 Potensi mineral bukan logam dan batuan merupakan kekuatan yang ada 
di suatu daerah untuk menghasilkan penerimaan pajak mineral bukan logam 
dan batuan, jumlah potensi bahan mineral bukan logam dan batuan sangat 
berpengaruh terhadap target penerimaan daerah.  
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang 
Pendapatan Asli Daerah DPPKAD Ibu Indri Purnama Sari S.STP 
menjelaskan bahwa:  
“Potensi dapat dilihat dari banyaknya objek hasil bumi yang diperoleh 
apabila hasil bumi yang diperoleh berlimpah maka target akan 
dinaikkan, kondisi alam juga sangat berpengaruh terhadap jumlah 
tambang yang diperoleh (wawancara pada hari Kamis, 23 Juni 2016)”.38 
 
Tabel 2. Nama Wajib Pajak (perusahaan) 
 
NO WAJIB PAJAK KECAMATAN 
1. Sinar Matra Lalabata 
2. PT. Lompulle Lalabata 
3. PT. Migs Lalabata 
4. PT. Hasten Perkasa Lalabata 
5. PT. Olga Anugrah p Lalabata 
6. PT. Bawakaraeng Marioriwawo 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
37
 Ibid  
38
 Ibid  
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Tabel 3. Nama Wajib Pajak (individu) 
 
NO WAJIB PAJAK KECAMATAN 
1. Ramlansyah Lilirilau 
2. H. Samsuddin Dennu Lilirilau 
3. H.A. Muh. Taufik Lilirilau 
4. H. Laenre Lilirilau 
5. Muh. Nurhidayat Lilirilau 
6. Jumardin  Lilirilau 
7. Hj. Nuryajinoji Lilirilau 
8. Hj. Bungaria  Lilirilau 
9. Sahabu/Anton Lalabata 
10. Muhajirin  Lalabata 
11. H. Muh. Arif Lalabata 
12. Umar/Hj. Dalle Lalabata 
13. H. Arsyad Lalabata 
14. Drs. H. Asis Lalabata 
15. A. Ngewa Marioriwawo 
16. A. Yusuf  Bombang Marioriwawo 
17. Nurdin  Marioriwawo 
18. H. Sau Marioriwawo 
19. A. Samsu Rijal Ganra 
20. H. Muh. Arif Ganra 
21. Muh . Ilyas Liliriaja 
22. H. Tajuddin Liliriaja 
23. Asriadi  Citta 
24. H. A. Mahmud Magga Donri-Donri 
Sumber: Kantor PAD DPPKAD Kabupaten Soppeng, tahun 2016 
 
Dasar yang digunakan dalam penentuan target berdasarkan keterangan 
informan bahwa dasar-dasar yang digunakan yaitu realisasi, penambahan atau 
pengurangan wajib pajak serta besarnya potensi penambang. Apabila ketiga dasar 
tersebut tidak terlaksana dengan baik maka target pajak mineral bukan logam dan 
tidak ditingkatkan karena mempunyai peran yang sangat penting sebagai dasar 
dari penentuan target pajak untuk tahun berikutnya 
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan terhadap dasar-dasar 
yang digunakan dalam penentuan target pajak daerah tiap tahunnya dapat 
disimpulkan bahwa meski ada dasar yang digunakan DPPKAD Kabupaten 
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Soppeng dalam menentukaan target tahun berikutnya namun realisasi pajak 
minerla bukan logam dan batuan tidak pernah mencapai target sehingga target 
untuk tahun berikutnya tidak pernah ditingkatkan. Ini sesuai dengan hasil 
observasi yang dilakukan pada hari Kamis, 23 Juni 2016. 
2. Pelaksanaan  
Setelah kegiatan perencanaan dalam pengelolaan pajak mineral bukan 
logam dan batuan maka kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan, kegiatan 
pelaksanaan terdiri dari kegiatan pembagian kerja serta proses pemungutan pajak. 
a) Pembagian kerja 
Dalam melakukan suatu pekerjaan perlu dilakukan pemisahan jenis 
pekerjaan yang akan dilakukan oleh setiap individu, begitup dalam hal 
pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan pembagian kerja sangat 
diperlukan agar memudahkan pekerjaan serta tidak terjadi bentrok kerja. 
Hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Indri Purnama Sari 
S.STP selaku Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah DPPKAD Kabupaten 
Soppeng menyatakan bahwa:  
”Pembagian kerja di DPPKAD dalam pengelolaan pajak mineral bukan 
logam dan batuan ada yang disebut dengan UPTD yang bertugas 
menunjuk kordinator yang menangani berbagia jenis pajak termasuk 
pajak mineral bukan logam dan batuan”(wawancara pada hari Kamis,  
24 Juni 2016)”.39 
 
Hal serupa dinyatakan oleh Bapak Drs.Nur Alam selaku Kepala Seksi 
Pajak Daerah yaitu:”Setiap Kecamatan memiliki UPTD dan kordinator yang 
                                                          
39
 Ibid. 
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menangani pajak (wawancara pada hari Kamis, 23 Juni 2016)”.40 Bapak 
Lukman,SE menambahkan selaku kepala UPTD Kecamatan Lalabata yaitu:” 
Di UPTD ada yang bertanggung jawab sebagai kordinator penagih pajak 
kepada penambang ”(wawancara pada hari Kamis, 23 Juni 2016)”.41 
Bapak Muhtar S.SOS selaku kordinator pajak mineral bukan logam dan 
batuan kecamatan Lalabata menjelaskan bahwa:” Sebagai kordinator saya 
bertanggung jawab terhadap penagihan serta pengawasan pengelolaan pajak 
mineral bukan logam dan batuan”(wawancara pada hari Jumat, 24 Juni 
2016)”.42 Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Asmi selaku 
kordinator pajak Kecamatan Ganra yakni:” Sebagai koordinator pajak 
Kecamatan Ganra saya bertanggung jawab penuh terhadap berbagai jenis 
pajak termasuk pajak mineral bukan logam dan batuan (wawancara pada hari 
Jumat, 24 Juni 2016)”.43 
Pembagian kerja di DPPKAD Kabupaten Soppeng dalam hal 
pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu terdiri dari UPTD 
yang ada di setiap Kecamatan , di sana terdapat koordinator yang bertugas 
mengani berbagai jenis pajak termasuk pajak minerl bukan logam dan batuan. 
Pada realisasinya pembagian kerja ini terkendala oleh jumlah sumber 
daya manusia yang bertugas menangani pajak, di mana setiap koordinator 
pajak bukan hanya mengurusi pajak mineral bukan logam dan batuan, namun 
mereka juga mempunyai tugas lain yaitu menangani lebih dari satu jenis 
                                                          
40
 Drs.Nur Alam, loc. cit. 
41
 Wawancara dengan Lukman,SE, tanggal 23 Juni 2016. 
42
 Wawancara dengan Muhtar S.SOS, tanggal 24 Juni 2016. 
43
 Wawancara dengan Asmi, tanggal 24 Juni 2016. 
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pajak seperti pajak restoran, pajak bumi bagunan, pajak hotel dan lain 
sebagainya. 
Berdasarkan hasil wawancara mengenai pembagian kerja belum cukup 
efektif hal ini dikarenakan hanya ada satu orang yang bertugas sebagai 
kordinator tiap Kecamatan yang mengurusi berbagai jenis pajak bukan hanya 
pajak mineral bukan logam dan batuan . Ini berdasarkan haasil observasi yang 
dilakukan pada hari Kamis dan Jumat, 23-24 Juni 2016. 
b) Pemungutan pajak 
Sebelum terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 
Tahun 2012  ada yang dinamakan masa peralihan dimana pemungutan pajak 
mineral bukan logam dan batuan dilakukan kepada konsumen yang 
menggunakan bahan tambang tersebut dan bukan kepada produsen yang 
melakukan penggalian mineral bukan logam dan batuan. 
Pendapat informan mengenai pemungutan pajak mineral bukan logam 
dan batuan di DPPKAD yang diungkapkan oleh Ibu Indri Purnama Sari 
S.STP selaku Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng: 
”Sistem Pemungutan pajak dilakukan dengan menggunakan Self 
Assessment yaitu wajib pajak sendiri yang melakukan pengisian SKAP 
kemudian menyetorkannya ke kas daerah, sebelum Perda yang baru 
diterbitkan yang menjadi wajib pajak yaitu pengguna dari mineral 
bukan logam tersebut bukan penambang hal ini sangat berpengaruh 
terhadap pemasukan daerah (wawancara pada hari Kamis, 23 Juni 
2016)”.44 
Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Lukman, SE selaku Kepala 
UPTD Kecamatan Lalabata yaitu: 
                                                          
44
 Indri Purnama Sari S.STP, loc. cit. 
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”Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan menggunakan 
sistem Self Assessment dimana penentuan pajak ditentukan oleh 
penambang sendiri yang diberikan kewenangan penuh kepada 
penambang untuk menentukan besaran pajak yang dibayarkan kepada 
Pemda (wawancara pada hari Kamis, 23 Juni 2016)”.45 
 
Hal serupa ditambahkan oleh Bapak Drs. Nur Alam selaku Kepala 
Seksi Pajak Daerah di DPPKAD kabupaten Soppeng yaitu: ”Proses 
pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan cara 
melakukan penagihan, penyetoran kemudian pelaporan (wawancara pada hari 
Kamis, 23 Juni 2016)”.46 Bapak Muhtar S.SOS juga menjelaskan yaitu: 
”Penagihan SKAP pada wajib pajak dilakukan pada saat akhir bulan, 
selanjutnya besaran pajak dihitung, setelah itu wajib pajak melakukan 
pembayaran dan slip setoran dibawa ke bendahara (wawancara pada hari 
Jumat, 24 Juni 2016)”.47 Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Asmi yaitu: “ 
Sebagai kordinator yang bertugas sebagai penagih pajak, penagihan SKAP 
dilakukan pada akhir bulan (wawancara pada hari Jumat, 24 Juni 2016)”.48 
Untuk proses pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan 
dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: 
1) Penagihan 
Penagihan dilakukan setiap bulan terdiri dari: 
a. Pendataan, pendaftaran dan pelaporan objek pajak 
b. Pengisian Surat Keterangan Asal Produksi (SKAP) oleh 
                                                          
45
 Lukman, SE, loc. cit. 
46
 Drs.Nur Alam, loc. cit. 
47
 Muhtar S.SOS, loc. cit. 
48
 Asmi, loc. cit. 
49 
 
 
 
penambang. 
c. Melaporkan besarnya omset/produksi tambang 
d. Petugas tambang menghitung besaran pajak  
e. Pengisian dan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 
(SPTPD)  
f. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dikelurkan dan 
diserahkan kepada penambang  yang menjadi bukti penetapan 
jumlah pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak 
g. Wajib pajak meneriman Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 
h. Wajib pajak membayar dengan SSPD 
2) Penyetoran 
a. Wajib pajak menyetor ke rekening penerimaan DPPKAD 
dengan mengisi slip setoran 
b. Setelah pembayaran dilakukan slip setoran diterima wajib 
pajak kemudian diserahkan kepada kordinator DPPKAD 
sebagai arsip dan bukti pembayaran. 
3) Pelaporan 
a. DPPKAD membuat laporan Realisasi 
Berikut ini tata cara perhitungan pajak mineral bukan logam dan 
batuan, berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 26 Tahun 2012 
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Tabel 4. Harga Standar Pengambilan Mineral Bukan Logam Dan Batuan 
  Dalam Daerah 
 
No Jenis Bahan Galian 
Harga Satuan 
(M
3
) 
Tarif 
(Rp) 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
 
 
7. 
                  
 
Batu gunung 
a. Utuh 
b. Pecah 
         Batu pecah 
a. 7-10 cm 
b. 5-7 cm 
c. 3-5 cm 
d. 2-3 cm 
e. 1-2 cm 
f. 0,5-1 cm 
        Batu Kali 
a. Utuh 
b. Belah 
c. Tempel 
        Tanah/ Timbunan 
a. Uruq/timbunan 
b. Tanah liat untuk 
bahan bangunan 
c. Batu merah 
 
        Pasir  
a. Timbunana/uruq 
b. Pasangan 
c. Beton 
        Kerikil 
a. Sirtu 
b. Untuk bahan 
bangunan 
         Batu kapur 
a. Bahan bangunan 
b. Bahan pupuk 
 
 
 
Rp. 11.000 
Rp. 10.000 
 
Rp. 20.000 
Rp. 20.000 
Rp. 22.000 
Rp. 23.000 
Rp. 25.000 
Rp. 27.000 
 
Rp. 13.000 
Rp. 15.000 
Rp. 17.000 
 
Rp. 7.000 
Rp. 8.000 
 
 
 
 
Rp. 11.000 
     Rp.    9.000 
Rp. 10.000 
 
Rp. 10.000 
Rp. 12.000 
 
 
Rp. 10.000 
 
 
 
Rp. 2.750/m
3 
Rp. 2.500/m
3 
 
Rp. 5.000/m
3 
Rp. 5.000/m
3 
Rp. 5.500/m
3 
Rp. 5.750/m
3
 
Rp. 6.250/m
3 
Rp. 6.750/m
3
 
 
Rp. 3250/m
3 
Rp. 3.750/m
3 
Rp. 4.250/m
3 
 
Rp. 1.750/m
3 
Rp. 2.000/m
3 
 
Rp. 5/biji 
 
 
Rp. 2.750/m
3
 
Rp. 2.250/m
3
 
Rp. 2.500/m
3
 
 
Rp. 2.500/m
3 
Rp. 3.000/m
3
 
 
 
Rp. 2.500/m
3
 
     Sumber: Kantor Bidang PAD DPPKAD Kabupaten Soppeng, tahun 2016 
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Perubahan peraturan mengenai pajak mineral bukan logam dan batuan 
berdasarkan keterangan informan  yang terdapat di DPPKAD Kabupaten Soppeng 
pernah terjadi. Perubahan yang terjadi yaitu sebelum Peraturan Daerah Kabupaten 
Soppeng Nomor 3 Tahun 2012 pemungutan pajak mineral bukan logam dan 
batuan atau yang menjadi wajib pajak dilakukan kepada proyek-proyek atau 
konsumen yang menggunakan bahan tambang tersebut bukan yang melakukan 
penggalian tambang. Hal ini menyebabkan terjadinya penunggakan pembayaran 
pajak oleh penambang karena belum menyesuaikan diri terhadap peraturan daerah 
yang baru. 
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan terhadap proses 
pemungutan pajak dapat disimpulkan bahwa perubahan peraturan sangat 
berpengaruh terhadap kontribusi pajak yang masuk ke kas daerah. Ini berdasarkan 
hasil observasi yang dilakukan pada hari Kamis 23 Juni 2016. 
3. Pengawasan  
a. Proses pengawasan  
Pengawasan merupakan pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan 
organisasi dan memiliki hubungan yang sangat erat antara perencanaan. 
Pengawasan mempunyai peran penting dalam perencanaan agar tidak terjadi 
kemungkinan timbulnya penyimpangan. Pengawasan harus dilakukan dengan 
seefektif mungkin karena dengan pelaksanaan pengawasan yang baik maka 
akan memberikan sumbangan yang besar pula dalam meningkatakan 
efesiensi. 
Pengawasan yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Soppeng 
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terhadap pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan terdiri dari 
pengawasan langsung dan tidak langsung 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Ibu Indri Purnama Sari 
S.STP menyatakan:” Pengawasan dilakukan dengan pemantauan langsung 
oleh kordinator pajak yang bertugas untuk mendatangi wajib pajak apabila 
melakukan operasi pertambangan (wawancara pada hari Kamis, 23 Juni 
2016)”.49 Bapak Nur Alam juga berpendapat bahwa:”pengawasan hanya 
dilakukan apabila ada kegiatan pertambangan (wawancara pada hari Kamis, 
23 Juni 2016)”.50 Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Lukman SE selaku 
Kepala UPTD Kecamatan Lalabata yaitu:” Terkait dengan pengawasan 
DPPKAD berusaha semaksimal mungkin untuk mengawasi kegiatan 
pertambangan meski besaran pajak ditentukan sendiri oleh wajib pajak 
(wawancara pada hari Kamis, 23 Juni 2016)”.51 
Bapak Muhtar S.SOS selaku Kordinator pajak mineral bukan logam 
dan batuan menyatakan bahwa: 
”Pengawasan dilakukan dengan mendatangi wajib pajak pada awal 
bulan untuk   menyerahkan SKAP, pertengahan bulan didatangi lagi 
untuk memantau pengisian SKAP, selanjutnya akhir bulan melakukan 
penagihan SKAP (wawancara pada hari Jumat, 24 Juni 2016)”. 52 
 
Hal lain juga dijelaskan ole Bapak Asmi selaku kordinator pajak 
mineral bukan logam dan batuan Kecamatan Ganra yaitu: 
”Di Ganra kegiatan pertambangan itu tidak beroprasi setiap bulannya 
karena material yang ada di Ganra hanya berupa pasir yang 
pertambangannya sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, jadi 
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pengawasannya hanya kami lakukan apabila ada kegiatan 
pertambangan ( wawancara pada hari Jumat, 24 Juni 2016)”.53 
 
Wawancara yang dilakukan dengan H.Arsa selaku wajib pajak 
Kecamatan Lalabata menjelaskan: 
”Setiap akan melakukan kegiatan pertambangan dilaporkan ke 
DPPKAD untuk melakukan pengisian SKAP, selanjutnya ada petugas 
dari DPPKAD melakukan pantauan terhadap kegiatan pertambangan 
serta pengisian SKAP (wawancara pada hari Sabtu, 25 Juni 2016)”.54 
 
Bapak Samsu Rijal juga berpendapat:” Saya membayar pajak apabila 
bahan galian dimuat keluar dan dihitung per truk, pada saat itulah petugas 
dari DPPKAD datang untuk melakukan pemantauan (wawancara pada hari 
Sabu, 25 Juni 2016)”.55 
Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan 
menggunakan Sistem Self Assessmen dimana wajib pajak yang menentukan 
sendiri besaran pajak yang akan dibayarkan, kemudian kordinator pajak 
mendatangi wajib pajak untuk memantau pengisian Surat Keterangan Asal 
Produksi (SKAP). Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurangan pengisian 
SKAP yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan pemasukan 
daerah. Pada realita saat ini petugas yang memantau kegiatan pertambangan 
terbatas oleh sumber daya manusia, dimana seharusnya ada petugas yang melekat 
di lokasi tambangan untuk memantau setiap adanya kegiatan pertambangan. 
Berdasarkan wawancara dan pengamatan yang dilakukan terhadap 
pengawasan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh 
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DPPKAD belum maksimal, karena pemantauan terhadap wajib pajak hanya 
dilakukan apabila ada kegiatan pertambangan. Ini berdasarkan hasil observasi 
yang dilakukan pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, 23,24 dan 25 Juni 2016. 
b. Pemberian sanksi 
Pemberian sanksi kepada wajib pajak yang melakukan pelanggran 
sangat diperlukan agar terwujudnya kepatuhan atau kesadaran wajib pajak 
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Di DPPKAD Kabupaten 
Soppeng pemberian sanksi belum terlalu efektif karena masih banyaknya 
wajib pajak yang pembayaran pajaknya masih menunggak. 
Hal ini diperjelas oleh Ibu Indri Purnama Sari yaitu: 
”Sanksi belum terlalu diterapkan, apabila ternyata ada wajib pajak yang 
pembayaran pajaknya menunggak maka pajaknya akan menjadi piutang 
dan akan ditagih pada tahun berikutnya dan sanksinya hanya berupa 
teguran (wawancara pada Kamis, 23 Juni 2016)”. 56 
 
Bapak Nur Alam berpendapat bahwa:” Sanksi hanya berupa teguran 
bagi yang menunggak dan penertiban bagi yang tidak berizin (wawancara 
pada hari Kamis, 23 Juni 2016)”.57 
 Hal ini juga ditambahkan oleh Bapak Lukman SE yaitu: 
”Terkait dengan sanksi ada berupa teguran, meski diberi teguran tetap 
masih banyak wajib pajak yang pembayarannya menunggak sampai 
bertahun-tahun, dan apabila ditemukan tambang yang tidak berizin 
maka akan ditertibkan langsung oleh PSDA yang bekerja sama dengan 
Satpol PP (wawancara pada hari Kamis, 23 Juni 2016)”.58 
 
Bapak H.Arsa menjelaskan bahwa:” Mengenai sanksi diberikan teguran 
oleh petugas DPPKAD apabila pembayaran pajak menunggak (wawancara 
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pada hari Sabtu, 25 Juni 2016)”.59 Namun hal yang lain dijelaskan oleh Bapak 
Samsu Rijal yaitu:” Mengenai Sanksi, hal yang seperti itu belum pernah 
didaptkan karena pembayaran pajak selalu dilakukan tepat waktu  
(wawancara pada hari Sabtu, 25 Juni 2016)”.60 
Pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran 
berupa teguran dan penertiban lokasi tambang, meski adanya pemberian teguran 
tetap saja masih banyak wajib pajak yang pembayarannya menunggak sampai 
bertahun-tahun, namun untuk lokasi yang tidak berizin DPPKAD sudah bertindak 
tegas terhadap penambang dengan menertibkan lokasi pertambangan. 
Berdasarkan wawancara dan pengamatan terhadap pemberian sanksi 
dapat disimpulkan bahwa pemberian sanksi kepada wajib pajak beluk cukup 
maksimal, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pembayaran pajak yang 
menunggak sampai bertahun-tahun sehingga mempengaruhi pemasukan daerah. 
Ini sesuai dengan hasil observasi pada hari Kamis dan Sabtu, 23 dan 25 Juni 2016. 
C. PEMBAHASAN  
1. Perencanaan  
Suatu perencanaan adalah suatu aktivitas integratif yang berusaha 
memaksimalkan efektivitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu 
sistem, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 
Pada dasarnya perencanaan merupakan fungsi pokok dari manajemen, 
dan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen  karena tanpa 
adanya perencanaan fungsi-fungsi manajemen yang lain tidak dapat 
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dijalankan. Dengan kata lain tanpa adanya perencanaan maka tidak  ada dasar 
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha 
pencapaian tujuan. 
Perencanaan dalam penentuan target pajak mineral bukan logam dan 
batuan di DPPKAD Kabupaten Soppeng dilakukan dengan bekerjasama 
antara dinas-dinas terkait seperti Lingkungan Hidup, KPT, PSDA dan ESDM 
serta mengacu pada realisasi, penambahann atau pengurangan objek pajak 
serta besarnya potensi penambang sehingga sangat berpengaruh untuk 
penentuan target pada tahun selanjutntya. Hal ini dapat dilihat dari penentuan 
target tahun selanjutnya dengan berdasar pada realisasi tahun sebelumnya. 
Tabel 5. Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 
NO TAHUN TARGET REALISASI PERSEN 
1. 2010 Rp. 310.542.000 Rp. 246.264.522 79,22% 
2. 2011 Rp. 310.424.061 Rp. 236.618.520 76,22% 
3. 2012 Rp. 246.264.522 Rp.     8.686.000 3,52% 
4. 2013 Rp.  40.000.000 Rp.  35.601.125 23,34% 
5. 2014 Rp. 150.000.000 Rp.  84.078.500 56,05% 
6. 2015 Rp. 150.000.000 Rp. 146.878.425 97,91% 
Sumber: Kantor Bidang PAD DPPKAD Kabupaten Soppeng, tahun 2016 
Berdasarkan data di atas realisasi pajak mineral bukan logam dan 
batuan tiap tahun mengalami penurunan serta tidak pernah mencapai target 
dikarenakan kurangnya kesadaran membayar pajak serta seringnya pengusaha 
tambang tidak beroperasi, hal tersebut menjadi dasar  DPPKAD sangat 
memperhatikan tingkat realisasi tahun sebelumnya dalam menetapkan target 
untuk tahun selanjutnya. 
2. Pelaksanaan  
Pelaksanaan (actuating) merupakan upaya untuk menjadikan 
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perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan 
pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara 
optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawab.
61 
Pelaksanaan dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan 
di Kabupaten Soppeng terdiri dari pembagian tugas serta proses pemungutan 
pajak mineral bukan logam dan batuan. Pada tahap pembagian tugas 
bertujuan untuk pengarahan dan pengembangan tenaga kerja. Proses 
pemungutan pajak bertujuan untuk mengetahui besaran pajak yang masuk ke 
kas daerah. 
Pelaksanaan dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan 
di Kabupaten Soppeng dilihat dari pembagian kerja belum cukup efektif  hal 
ini dikarenakan hanya ada satu orang yang bertugas sebagai kordinator tiap 
Kecamatan yang mengurusi berbagai jenis pajak bukan hanya pajak mineral 
bukan logam dan batuan. 
Adapun dari segi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan 
yaitu adanya perubahan peraturan yang terjadi pada tahun 2012 menyebabkan 
kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli 
daerah mengalami penurunan. Hal ini berdasarkan realisasi PAD pada tahun 
2010-2015. 
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Tabel 6. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan 
  Asli Daerah 
 
No Tahun 
Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan 
PAD Keseluruhan 
Kabupaten Soppeng 
Kontribusi 
1. 2010 Rp. 246.264.522 Rp. 16.531.437.645,61 1,48% 
2. 2011 Rp. 236.618.520 Rp. 21.551.766.287,81 1,09% 
3. 2012 Rp.     8.686.000 Rp. 25.894.588.261,47 0,03% 
4. 2013 Rp.  35.601.125 Rp. 40.096.283.908,94 0,08% 
5. 2014 Rp.  84.078.500 Rp. 60.544.221.463,67   0,001% 
6. 2015 Rp. 146.878.425 Rp. 105.937.493.447,55 0,13% 
Sumber: Kantor Bidang PAD DPPKAD Kabupaten Soppeng, tahun 2016 
Data di atas menunjukkan kontribusi pajak mineral bukan logam dan 
batuan terhadap pendapatan asli daerah masih sangat rendah yakni tidak mencapai 
2% dan pada tahun 2014 sangat rendah yaitu hanya 0,001 % hal ini dikarenakan 
realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan tiap tahun mengalami penurunan, 
namun target pendapatan asli daerah tiap tahun meningkat, serta belum 
terkelolanya pajak mineral bukan logam dan batuan secara maksimal. 
3. Pengawasan  
Mappaenre menyatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan yang 
dilakukan untuk memeriksa, menilai, mencocokkan serta membandingkan 
antara pelaksanaan kerja dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga 
mempermudah untuk mengambil langkah-langkah perbaikan.
62 
Pengawasan terhadap pengelolaan pajak mineral bukan logam dan 
batuan sangat penting untuk menghindari kegiatan penyimpangan dari 
ketentuan yang telah ditetapkan dalam memenuhi target pendapatan asli 
daerah Kabupaten Soppeng. 
Siagian mengemukakan bahwa Pengawasan tidak akan berjalan dengan 
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baik apabila hanya bergantung kepada laporan saja.
63
 Karena itu pengawasan 
di DPPKAD Kabupaten Soppeng menggabungkan antara pengawasan tidak 
langsung dengan pengawasan langusung, dimana petugas DPPKAD secara 
langsung datang ke lokasi tambang untuk melakukan pemantauan tiap 
bulannya. Hal ini belum maksimal, karena pemantauan terhadap wajib pajak 
hanya dilakukan apabila ada kegiatan pertambangan. 
Dalam pengawasan pemberian sanksi juga sangat penting untuk 
dilakukan karena dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap 
pentingnya membayar pajak. Namun pemberian sanksi yang diberikan oleh 
DPPKAD kepada wajib pajak beluk cukup maksimal karena sanksi yang 
diberikan hanya berupa teguran sehingga mengakibatkan penunggakan pajak 
sampai bertahun-tahun. 
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BAB V 
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Pengelolaan 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan 
Asli Daerah Kabupaten Soppeng maka dapat ditarik kesimpulan: 
1. Perencanaan dalam penentuan target pajak mineral bukan logam dan 
batuan  tiap tahun masih kurang maksimal dikarenakan jumlah pajak yang 
masuk sulit untuk diprediksi, meski adanya dasar yang digunakan sebagai 
penentuan target pajak namun realisasi pajak mineral bukan logam dan 
batuan  tiap tahun mengalami penurunan sehingga target tiap tahun tidak 
pernah ditingkatkan. 
2. Pelaksanaan dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan 
dilihat dari pembagian kerja belum cukup efektif  hal ini dikarenakan 
kurangnya tenaga pengawas yaitu hanya ada satu orang yang bertugas 
sebagai kordinator pajak tiap Kecamatan, dari segi pemungutan pajak 
mineral bukan logam dan batuan yaitu adanya perubahan peraturan yang 
terjadi pada tahun 2012 menyebabkan kontribusi pajak mineral bukan 
logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan. 
3. Pengawasan dan pemberian sanksi yang dilakukan oleh DPPKAD belum 
maksimal, kurangnya pengawasan lapangan disebabkan tenaga sumber 
daya manusia masih kurangpemantauan terhadap wajib pajak hanya 
dilakukan serta sanksi yang diberikan masih lemah yaitu hanya berupa 
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teguran sehingga mengakibatkan penunggakan pajak sampai bertahun-
tahun. 
B. Implikasi  
Hasil penelitian mengenai pengelolaan pajak mineral bukan logam dan 
batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Soppeng 
merupakan bukti ilmiah akan pentingnya pengelolaan pajak mineral bukan 
logam dan batuan karena hasil dari pertambangan berkontribusi besar 
terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
C. Saran 
1. Dengan melihat hasil penelitian di atas, pengelolaan dalam perencanaan 
penetapan target masih kurang maksimal, dan hal ini perlu untuk 
diperhatikan lagi. 
2. Agar kiranya  sumber daya manusia di DPPKAD lebih ditingkatkan lagi 
khususnya kordinator yang bertanggung jawab menangani tiap jenis pajak. 
3. Agar kiranya DPPKAD tetap memperhatikan pemungutan pajak meski 
adanya perubahan peraturan daerah. 
4. Agar kiranya DPPKAD terus melakukan pengawasan yang maksimal 
sehinnga tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, serta 
lebih memperhatikan lagi pemberian sanksi agar tidak ada lagi 
penunggakan pembayaran pajak. 
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Lampiran 1 
MATRIKS PENELITIAN PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM 
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SOPPENG 
 
Judul 
Rumusan 
Masalah 
Fokus Sub Fokus Sumber Data Metode Penelitian 
 
Pengelolaan Pajak 
Mineral Bukan 
Logam dan Batuan 
Dalam 
Meningkatkan 
Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten 
Soppeng 
1. Bagaimana perencanaan 
pajak mineral bukan 
logam dan batuan dalam 
meningkatkan 
pendapatan asli daerah 
Kabupaten Soppeng? 
2. Bagaimana pelaksanaan 
pajak mineral mineral 
bukan logam dan batuan 
dalam meningkatkan 
pendapatan asli daerah 
Kabupaten Soppeng? 
3. Bagaimana pengawasan 
pajak mineral bukan 
logam dan batuan dalam 
meningkatkan 
pendapatan asli daerah 
Kabupaten Soppeng? 
 
Pengelolaan 
pajak mineral 
bukan logam 
dan batuan 
1. Perencanaan 
2. Pelaksanaan 
3. Pengawasan  
1. Data Primer berasal dari 
informan: 
a. Kabid PAD 
b. Kasi Pajak Daerah 
c. Kepala UPTD 
d. Kordinator Pajak 
e. Wajib Pajak 
2. Data Sekunder 
1. Jenis Penelitian 
adalah penelitian 
deskriptif dengan 
disain penelitian 
kualitatif 
2. Pengumpulan data 
Pengumpulan data 
dilakukan dengan 
tiga cara yaitu: 
a. Wawancara 
b. Observasi 
c. Dokumentasi  
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Lampiran 2 
PEDOMAN WAWANCARA 
PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 
KABUPATEN SOPPENG 
1. Perencanaan  
a. Bagaimana cara perumusan strategi untuk menentukan  besarnya target 
yang ingin dicapai DPPKAD setiap tahun? 
b. Apa saja yang menjadi dasar DPPKAD dalam penentuan target tiap tahun? 
2. Pelaksanaan  
a. Bagaimana pembagian kerja dari pegawai DPPKAD Kabupaten Soppeng 
dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan? 
b. Bagaimana pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan? 
3. Pengawasan  
a. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten 
Soppeng dalam pengelolaan pajak? 
b. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan 
pelanggaran? 
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Lampiran 3 
MATRIKS PEDOMAN WAWANCARA MENGENAI PENGELOLAAN 
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM 
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN 
SOPPENG 
Fokus  Sub fokus  Pertanyaan  Informan  
Pengelolaan 
Pajak 
Mineral 
Bukan 
Logam dan 
Batuan   
1. Perencanaan 
 
a. Bagaimana cara 
perumusan strategi 
untuk menentukan  
besarnya target 
yang ingin dicapai 
DPPKAD setiap 
tahun? 
 
b. Apa saja yang 
menjadi dasar 
DPPKAD dalam 
penentuan target 
tiap tahun? 
 
 
 
 
Indri Purnama Sari 
Nur Alam 
 2. Pelaksanaan  a. Bagaimana 
pembagian kerja 
dari pegawai 
DPPKAD 
Kabupaten 
Soppeng dalam 
pengelolaan pajak 
mineral bukan 
logam dan batuan? 
 
b. Bagaimana 
pemungutan pajak 
mineral bukan 
logam dan batuan? 
 
 
 
Indri Purnama Sari 
Nur Alam 
Lukman  
Muhtar 
Asmi  
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 3. Pengawasan  a. Bagaimana 
pengawasan yang 
dilakukan oleh 
DPPKAD 
Kabupaten 
Soppeng dalam 
pengelolaan pajak? 
 
b. Apakah ada sanksi 
yang diberikan 
kepada wajib pajak 
yang melakukan 
pelanggaran? 
 
 
 
 
Indri Purnama Sari 
Nur Alam 
Lukman  
Muhtar 
Asmi 
H. Arsa 
A. Samsu Rijal 
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Lampiran 4 
DAFTAR NAMA INFORMAN 
 
Informan Pertama 
 Nama  : Indri Purnama Sari S.STP 
 Pekerjaan : Kepala Bidang PAD 
 
Informan Kedua 
 Nama  : Drs. Nur Alam 
 Pekerjaan : Kepala Seksi Pajak Daerah 
 
Informan Ketiga 
 Nama  : Lukman SE 
 Pekerjaa : Kepala UPTD Kecamatan Lalabata 
 
Informan Keempat 
 Nama  : Muhtar S.SOS 
 Pekerjaan : Kordinatot Pajak Kecamatan Lalabata 
 
Informan Kelima 
 Nama  : Asmi 
 Pekerjaan : Kordinator Pajak Kecamatan Ganra 
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Informan Keenam 
 Nama  : H. Arsa 
 Pekerjaan : Wajib Pajak Kecamatan Lalabata 
 
Informan ketujuh 
 Nama  : A. Samsu Rijal 
 Pekerjaan : Wajib Pajak Kecamatan Ganra 
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Lampiran 5 
MATRIKS DATA HASIL WAWANCARA  
PENGELOLAAN PAJAK MENERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SOPPENG 
No Pertanyaan  Informan  Hasil wawancara Reduksi Data Penyajian data Kesimpulan  
1.  a. Bagaimana 
cara 
perumusan 
strategi 
untuk 
menentukan 
besarnya 
target yang 
ingin 
dicapai 
DPPKAD 
setiap 
tahun? 
Indri Purnama 
Sari 
Terkait perencanaan DPPKAD 
mengadakan pertemuan 
dengan dinas-dinas terkait 
untuk menentukan target 
tahun berikutnya dan besarnya 
penentuan target masih 
berdasarkan dari realisasi 
tahun sebelumnya, apabila 
besaran pajak yang masuk 
mencapai target maka tahun 
berikutnya akan dinaikkan 
begitupun sebaliknya karena 
realisasi mempengaruhi 
pendapatan Kabupaten 
Perencanaan 
dalam 
penentuan target 
tiap tahun 
dilakukan 
dengan cara 
melihat realisasi 
tahun 
sebelumnya 
untuk 
menentukan 
target tahun 
berikutnya. 
Perencanaan 
sangat 
berpengaruh 
terhadap strategi 
untuk menetukan 
besarnya target 
yang ingin 
dicapai DPPKAD 
Kabupaten 
Soppeng yaitu 
mengacu pada 
besaran pajak 
yang masuk dari 
tahun 
sebelumnya 
sehingga sangat 
berpengaruh 
untuk penentuan 
target pada tahun 
selanjutnya 
Perencanaan 
dalam penentuan 
target pajak 
mineral bukan 
logam dan batuan  
tiap tahun masih 
kurang baik 
dikarenakan 
jumlah pajak yang 
masuk sulit untuk 
diprediksi, meski 
adanya dasar yang 
digunakan sebagai 
penentuan target 
pajak namun 
realisasi pajak 
mineral bukan 
logam dan batuan  
tiap tahun 
mengalami 
Nur Alam Penetapan target sangat 
dipengaruhi oleh perencanaan 
karena besarnya pajak sulit 
untuk diprediksi, sehingga 
penetapan target tahun 
berikutnya dilihat dari tahun 
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sebelumnya penurunan 
sehingga target 
tiap tahun tidak 
pernah 
ditingkatkan. 
 
 b. Apa saja 
yang 
menjadi 
dasar 
DPPKAD 
dalam 
penentuan 
target tiap 
tahun? 
Nur Alam Dasar penentuan target tiap 
pajak daerah meliputi 
realisasi, penambahan atau 
pengurangan wajib pajak serta 
besarnya potensi penambang 
Dasar dalam 
penentuan target 
tiap tahun dapat 
dilihat dari 
realisasi tahun 
sebelumnya, 
penambahan 
atau 
pengurangan 
wajib pajak 
serta besrnya 
potensi 
penambang. 
Dasar-dasar yang 
digunakan dalam 
penentuan target 
pajak daerah tiap 
tahunnya dapat 
disimpulkan 
bahwa realisasi, 
penambahan atau 
pengurangan 
wajib pajak serta 
besarnya potensi 
penambang 
mempunyai peran 
yang sangat 
penting sebagai 
dasar dari 
penentuan target 
pajak untuk tahun 
berikutnya 
Indri Purnama  
Sari 
Dasar penentuan target dilihat 
dari realisasi tahun 
sebelumnya apabila target 
tidak tercapai maka target 
akan diturunkan 10% 
begitupun sebaliknya. Apabila 
wajib pajak bertambah maka 
akan dilakukan penambahan 
dalam hal penentuan target, 
begitupun sebaliknya apabila 
wajib pajak berkurang maka 
akan dilakukan penurunan 
dalam penentuan target. 
Potensi dapat dilihat dari 
banyaknya objek hasil bumi 
yang diperoleh apabila hasil 
bumi yang diperoleh 
berlimpah maka target akan 
dinaikkan, kondisi alam juga 
sangat berpengaruh terhadap 
jumlah tambang yang 
diperoleh 
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2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Bagaimana 
pembagian 
kerja dari 
pegawai 
DPPKAD 
Kabupaten 
Soppeng 
dalam 
pengelolaan 
pajak 
mineral 
bukan 
logam dan 
batuan? 
Indri Purnama 
Sari 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nur Alam 
Pembagian kerja di DPPKAD 
dalam pengelolaan pajak 
mineral bukan logam dan 
batuan ada yang disebut 
dengan UPTD yang bertugas 
menunjuk kordinator yang 
menangani berbagia jenis 
pajak termasuk pajak mineral 
bukan logam dan batuan. 
 
Setiap Kecamatan memiliki 
UPTD dan kordinator yang 
menangani pajak 
Pembagian kerja 
di DPPKAD 
dalam 
pengelolaan 
pajak mineral 
bukan logam 
dan batuan ada 
yang disebut 
dengan UPTD 
di setiap 
Kecamatan dan 
disitulah ada 
yang bertugas 
sebagai 
kordinator 
pajak. 
 
 
 
 
 
 
Pembagian kerja 
belum cukup 
efektif hal ini 
dikarenakan 
hanya ada satu 
orang yang 
bertugas sebagai 
kordinator tiap 
Kecamatan yang 
mengurusi 
berbagai jenis 
pajak bukan 
hanya pajak 
mineral bukan 
logam dan batuan 
 
 
 
 
Pelaksanaan 
dalam pengelolaan 
pajak mineral 
bukan logam dan 
batuan dilihat dari 
pembagian kerja 
belum cukup 
efektif  hal ini 
dikarenakan 
kurangnya tenaga 
pengawas yaitu 
hanya ada satu 
orang yang 
bertugas sebagai 
kordinator pajak 
tiap Kecamatan, 
dari segi 
pemungutan pajak 
mineral bukan 
logam dan batuan 
yaitu adanya 
perubahan 
peraturan yang 
terjadi pada tahun 
2012 
menyebabkan 
kontribusi pajak 
mineral bukan 
Lukman  Di UPTD ada yang 
bertanggung jawab sebagai 
kordinator penagih pajak 
kepada penambang 
Muhtar  Sebagai kordinator saya 
bertanggung jawab terhadap 
penagihan serta pengawasan 
pengelolaan pajak mineral 
bukan logam dan batuan 
Asmi  Sebagai koordinator pajak 
Kecamatan Ganra saya 
bertanggung jawab penuh 
terhadap berbagai jenis pajak 
termasuk pajak mineral bukan 
logam dan batuan 
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b. Bagaimana 
pemungutan 
pajak 
mineral 
bukan 
logam dan 
batuan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indri Purnama 
Sari 
Sistem Pemungutan pajak 
dilakukang dengan 
menggunakan Self 
Assessment yaitu wajib pajak 
sendiri yang melakukan 
pengisian SKAP kemudian 
menyetorkannya ke kas 
daerah, sebelum Perda yang 
baru diterbitkan yang menjadi 
wajib pajak  
Pengguna dari mineral bukan 
logam tersebut bukan 
penambang hal ini sangat 
berpengaruh terhadap 
pemasukan daerah 
Sistem 
pemungutan 
pajak dilakukan 
dengan 
menggunakan 
Self 
Assessment. 
Proses 
pemungutannya 
dilakukan 
dengan cara 
penagihan 
SKAP, 
penyetoran dan 
selanjutnya 
pelaporan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Proses 
pemungutan 
pajak dapat 
disimpulkan 
bahwa perubahan 
peraturan sangat 
berpengaruh 
terhadap 
kontribusi pajak 
yang masuk ke 
kas daerah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
logam dan batuan 
terhadap 
pendapatan asli 
daerah mengalami 
penurunan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lukman  Pemungutan pajak mineral 
bukan logam dan batuan 
menggunakan sistem Self 
Assessment dimana penentuan 
pajak ditentukan oleh 
penambang sendiri yang 
diberikan kewenangan penuh 
kepada penambang untuk 
menentukan besaran pajak 
yang dibayarkan kepada 
Pemda 
Nur Alam Proses pemungutan pajak 
mineral bukan logam dan 
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  batuan dilakukan dengan cara 
melakukan penagihan, 
penyetoran kemudian 
pelaporan 
 
 
  
Muhtar  Penagihan SKAP pada wajib 
pajak dilakukan pada saat 
akhir bulan, selanjutnya 
besaran pajak dihitung, setelah 
itu wajib pajak melakukan 
pembayaran dan slip setoran 
dibawa ke bendahara. 
Asmi  Sebagai kordinator yang 
bertugas sebagai penagih 
pajak, penagihan SKAP 
dilakukan pada akhir bulan 
3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Bagaimana 
pengawasan 
yang 
dilakukan 
oleh 
DPPKAD 
Kabupaten 
Soppeng 
dalam 
pengelolaan 
pajak? 
 
 
Indri Purnama 
Sari 
 
 
 
 
 
 
Nur Alam 
Pengawasan dilakukan dengan 
pemantauan langsung oleh 
kordinator pajak yang 
bertugas untuk mendatangi 
wajib pajak apabila 
melakukan operasi 
pertambangan. 
 
Pengawasan hanya dilakukan 
apabila ada kegiatan 
pertambangan. 
Pengawasan 
oleh kordinator 
pajak dilakukan 
apabila ada 
kegiatan 
pertambangan 
yaitu dengan 
memantau 
pengisian SKAP 
oleh wajib 
pajak.  
 
 
pengawasan yang 
dilakukan oleh 
DPPKAD belum 
maksimal, karena 
pemantauan 
terhadap wajib 
pajak hanya 
dilakukan apabila 
ada kegiatan 
pertambangan. 
 
 
 
Pengawasan dan 
pemberian sanksi 
yang dilakukan 
oleh DPPKAD 
belum maksimal, 
kurangnya 
pengawasan 
lapangan 
disebabkan tenaga 
sumber daya 
manusia masih 
kurangpemantauan 
terhadap wajib 
Lukman  Terkait dengan pengawasan 
DPPKAD berusaha 
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semaksimal mungkin untuk 
mengawasi kegiatan 
pertambangan meski besaran 
pajak ditentukan sendiri oleh 
wajib pajak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pajak hanya 
dilakukan serta 
sanksi yang 
diberikan masih 
lemah yaitu hanya 
berupa teguran 
sehingga 
mengakibatkan 
penunggakan 
pajak sampai 
bertahun-tahun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muhtar  Pengawasan dilakukan dengan 
mendatangi wajib pajak pada 
awal bulan untuk   
menyerahkan SKAP, 
pertengahan bulan didatangi 
lagi untuk memantau 
pengisian SKAP, selanjutnya 
akhir bulan melakukan 
penagihan SKAP. 
Asmi  Di Ganra kegiatan 
pertambangan itu tidak 
beroprasi setiap bulannya 
karena material yang ada di 
Ganra hanya berupa pasir 
yang pertambangannya sangat 
dipengaruhi oleh kondisi alam, 
jadi pengawasannya hanya 
dilakukan apabila ada kegiatan 
pertambangan. 
H. Arsa Setiap akan melakukan 
kegiatan pertambangan kami 
melaporkan ke DPPKAD 
untuk melakukan pengisian 
58 
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SKAP, selanjutnya ada 
petugas dari DPPKAD 
melakukan pantauan terhadap 
kegiatan pertambangan serta 
pengisian SKAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Samsu Rijal Pajak dibayar apabila bahan 
galian dimuat keluar dan 
dihitung per truk, pada saat 
itulah petugas dari DPPKAD 
datang untuk melakukan 
pemantauan. 
b. Apakah ada 
sanksi yang 
diberikan 
kepada 
wajib pajak 
yang 
melakukan 
pelanggaran
? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indri Purnama 
Sari 
Sanksi belum terlalu 
diterapkan, apabila ternyata 
ada wajib pajak yang 
pembayaran pajaknya 
menunggak maka pajaknya 
akan menjadi piutang dan 
akan ditagih pada tahun 
berikutnya dan sanksinya 
hanya berupa teguran. 
Pemberian 
sanksi berupa 
teguran terhadap 
wajib pajak 
yang pembyaran 
pajaknya 
menunggak dan 
penertiban bagi 
penambang 
yang tidak 
berizin. 
 
 
 
 
 
 
Pemberian sanksi 
kepada wajib 
pajak beluk 
cukup maksimal, 
hal ini dapat 
dilihat dari masih 
banyaknya 
pembayaran 
pajak yang 
menunggak 
sampai bertahun-
tahun sehinnga 
mempengaruhi 
pemasukan 
daerah 
 
 
Nur Alam Sanksi berupa teguran bagi 
yang menunggak dan 
penertiban bagi yang tidak 
berizin. 
Lukman  Terkait dengan sanksi ada 
berupa teguran, meski diberi 
teguran tetap masih banyak 
wajib pajak yang 
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 pembayarannya menunggak, 
sampai bertahun-tahun, dan 
apabila ditemukan tambang 
yang tidak berizin maka akan 
ditertibkan langsung oleh 
PSDA yang bekerja sama 
dengan Satpol PP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
H. Arsa Mengenai sanksi diberikan 
teguran oleh petugas 
DPPKAD apabila pembayaran 
pajak menunggak. 
A. Samsu Rijal Mengenai Sanksi, hal yang 
seperti itu belum pernah 
didaptkan karena pembayaran 
pajak selalu dilakukan tepat 
waktu. 
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Lampiran 6 
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Lampiran 8 
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Lampiran 9 
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Lampiran 10 
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Lampiaran 12 
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Lampiran 13 
DOKUMENTASI 
 
Kantor Bidang PAD  
 
 
Proses pengolahan data pajak di Kantor PAD 
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Proses penghitungan pajak di Kantor UPTD Lalabata 
 
 
 
Salah satu lokasi pertambangan 
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Salah satu lokasi pertambangan 
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PROSES WAWANCARA DENGAN INFORMAN 
 
 
Wawancara dengan Kepala Seksi Pajak Daerah mengenai Perencanaan 
Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 
 
 
Wawancara dengan Kepala UPTD Lalabata dan Kordinator Pajak mengenai 
pengawasan terhadap pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan. 
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Wawancara dengan Kepala Kantor PAD mengenai pelaksanaan dalam 
pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan. 
 
 
Wawancara dengan wajib pajak mengenai sanksi terhadap pengelolaan pajak 
mineral bukan logam dan batuan. 
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FORM YANG HARUS DIISI DALAM PROSES PEMUNGUTAN PAJAK 
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 
 
1. Surat Keterangan Asal Produksi (SKAP) 
 
 
 
2. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 
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3. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 
 
 
 
 
4. Surat Setoran Pajak Daerah 
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5. Contoh Slip Setoran 
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